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ABSTRACT

Beef is one of the most significant agriculture outcome in European Union. It gives great profit
to European’s economy. Therefore, European Union designed and applied some policies to
improve beef quality, which is safe to consume, full of nutrition, and affordable prices. Those
arguments lead us to European Union’s regulation about United States beef imports since 1980s.
Some European scientists indicated that United States’ beef contained synthetic hormones which
could effected dangerous diseases, like breast cancer and early menopause for women. However
United States saw that policy as part of European Union’s protection to their domestic beef
industry. In other words, European Union was using non-tarif trade barrier. In this thesis, I’ve
researched about European Union’s controversy policy. The frameworks that were used are

international trade theories, like market oligopoly theory and protectionism theory.
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ABSTRAK

Daging sapi merupakan hasil agrikultur Uni Eropa yang signifikan terhadap perekonomian
Eropa. Karena itu, kebijakan-kebijakan yang dirancang dan diterapkan oleh Uni Eropa berkenaan
dengan sektor ini dirancang untuk meningkatkan kualitas daging sapi yang aman dikonsumsi,
bernutrisi, dan dengan harga yang terjangkau. Argumen tersebutlah yang kemudian mendasari
munculnya regulasi Uni Eropa akan pelarangan impor daging sapi dari Amerika Serikat sejak
tahun 1980-an. Beberapa penelitian oleh ilmuwan Eropa mengindikasikan bahwa daging sapi
yang berasal dari Amerika Serikat mengandung hormon sintetis yang dapat mengakibatkan
beberapa penyakit berbahaya, seperti kanker payudara dan menopause dini bagi wanita. Namun
Amerika Serikat menganggap kebijakan tersebut merupakan bagian dari bentuk proteksi Uni
Eropa terhadap industri daging sapi domestiknya. Dengan kata lain Uni Eropa memberlakukan
hambatan perdagangan non-tarif. Pada penelitian ini penulis mengulas analisis mengenai
kontroversi yang ditimbulkan dari kebijakan Uni Eropa berkaitan dengan sektor daging sapinya
ini. Kerangka pemikiran yang akan digunakan oleh penulis adalah teori-teori perdagangan

internasional, seperti teori oligopoli pasar dan proteksionisme.
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Terjadinya perdagangan bebas secara global dilihat sebagai sesuatu yang tidak
terelakkan. Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perdagangan antara dua
atau lebih aktor, dimana signifikansinya terletak pada asumsi bahwa dalam perdagangan bebas,
barang atau jasa yang diimpor tidak dikenakan restriksi, seperti tarif (Graham & Newnham,
1998: 183). Perdagangan bebas, dan juga pasar bebas, memiliki peran yang esensial karena
bertujuan untuk membuat proses perdagangan lebih mudah dengan cara menyeimbangkan
kebutuhan, permintaan, dan penawaran (Shah, 2006). Apalagi setelah Perang Dingin usai dan
blok sosialis runtuh, banyak politisi dan ahli ekonomi yang semakin gencar mempromosikan
nilai-nilai ideologi Barat yang fundamental sebagai paradigma dominan pada pembangunan
ekonomi dunia. Ideologi perdagangan bebas dan pasar bebas mulai diaplikasikan pada arena-
arena yang lebih luas, guna memfasilitasi perdagangan internasional.

Dalam perdagangan internasional, tentunya terdapat interaksi-interaksi ekonomi yang
diperankan oleh banyak aktor, mulai dari negara, organisasi regional, organisasi internasional,
hingga perusahaan multi-nasional. Tak terkecuali organisasi regional benua Eropa, yakni Uni
Eropa, sebagaimana ditulis dalam situs resminya bahwa Uni Eropa merupakan salah satu aktor
perdagangan terbesar di dunia, karena melingkupi 13% dari nilai impor dan ekspor global
(europa.eu). Uni Eropa juga berkomitmen untuk meliberalisasi perdagangan dunia demi
kepentingan negara-negara kaya mau pun miskin (europa.eu). Bergabungnya Uni Eropa dengan
organisasi dagang dunia milik PBB yaitu World Trade Organization (WTO) menjadi salah satu
bentuk dukungan Uni Eropa terhadap perdagangan bebas dunia (europa.eu).

Paradoksnya, di era perdagangan bebas ini, dan ditambah lagi dengan segala dukungan
akan perdagangan bebas yang telah ditunjukkan olehnya, restriksi perdagangan masih

diberlakukan oleh Uni Eropa. Secara spesifik restriksi tersebut berupa larangan adanya impor



daging sapi dari Amerika Serikat. Dengan kata lain Uni Eropa tidak mengizinkan beredarnya
daging sapi dari Amerika Serikat di kawasan negara-negara anggotanya. Alasan yang
melatarbelakanginya adalah peduli terhadap kesehatan warganya, karena Uni Eropa mengklaim
bahwa daging sapi dari Amerika Serikat diberi suntikan hormon'. Komisi Eropa mengatakan
bahwa “... the ban as needed to protect the health and safety of consumers from the illegal and
unregulated use of hormones in livestock production in several European countries” (Hanrahan,
2000)°,

Ketidakpercayaan konsumen tersebut berdampak pada lingkungan politik, ekonomi, dan
sosial. Otoritas yang berwenang sudah sewajarnya memaksimalkan upaya untuk kesejahteraan
rakyatnya dengan mengatur proteksi konsumen dan lingkungan. Pemerintah Uni Eropa dituntut
untuk lebih tegas dan lebih ketat lagi dalam menyortir daging-daging yang beredar, dimana salah
satu tindakan yang diambil adalah dengan adanya larangan beredarnya beberapa jenis hormon
pada hewan di kawasan Eropa. Di samping itu, penggunaan hormon-hormon tersebut juga dinilai
tidak sesuai dengan precautionary principles yang dianut Uni Eropa. Precautionary principles
atau prinsip pencegahan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan safety
environment di Eropa. Diadopsi dari Rio Declaration on Environment and Development pada

2002, precautionary principles ini secara istilah berarti respon cepat dalam menghadapi

! Amerika Serikat menggunakan hormon sintetis agar berat badan sapi-sapi tersebut bertambah saat akan dipotong.
Hormon-hormon sintetis tersebut seringkali digunakan agar ternak lebih cepat pertumbuhannya, yang berarti rasa
dari daging sapi tersebut akan lebih enak dan halus. Beberapa jenis hormon sintetis seperti estradiol, melangestrol
acetate, dan lain-lain, yang diizinkan di Amerika Utara ternyata pada kenyataannya justru dilarang penggunaannya
oleh Uni Eropa. Estradiol, yang terkandung dalam suntikan tersebut, berupa resiko carcinogenic yang dapat
menyebabkan kemandulan dan beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara pada wanita.

* Isu yang mengawalinya adalah larangan akan beredarnya daging hasil produksi mau pun impor yang berasal dari
hewan yang diperlakukan dengan growth-promoting hormones di daratan Eropa pada 1985. Hal yang
melatarbelakanginya masih serupa, yakni dengan alasan kesehatan, karena sepanjang 1980-an, terdapat laporan,
yang kemudian dikenal dengan “hormone cocktails”, berisi efek yang serius terhadap kesehatan akibat
mengonsumsi daging dari hewan yang diberikan suntikan hormon sintetis.
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kemungkinan bahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta adanya proteksi
terhadap lingkungan (europa.eu).

Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori-teori umum mengenai ekonomi dan
perdagangan internasional. Teori umum mengenai perdagangan biasanya merupakan hasil dari
interaksi permintaan dan penawaran yang kompetitif (Pugel, 2004: 18). Teori-teori ini
menjelaskan bagaimana perdagangan dapat membawa gains and losses kepada aktor-aktor yang
terlibat di dalamnya. Teori keunggulan komparatif (comparative advantage) milik David
Ricardo pada awal abad ke-19 menekankan mengenai pentingnya mengeksaminasi opportunity
cost dalam perdagangan internasional. Teori ini mendemonstrasikan prinsip-prinsip seperti
bahwa suatu negara akan mengekspor barang dan jasa yang dapat menghasilkan opportunity cost
yang rendah, dan sebaliknya, suatu negara akan mengimpor barang dan jasa yang dapat
menghasilkan opportunity cost yang tinggi (pugel, 2004: 39). ‘Komparatif’ dalam konteks ini
bermakna relatif dan tidak absolut. Karena walau pun suatu negara lebih produktif dalam
memproduksi suatu barang dibandingkan dengan negara lainnya, kedua negara masih dapat
merain gains from trade selama diferensiasi produk terus bertahan. Dalam teori umum mengenai
ekonomi internasional juga disebutkan bahwa suatu negara dapat meraih gains from trade lebih
banyak jika negara tersebut meraih harga yang lebih besar pada ekspor dibandingan pada impor
(Pugel, 2004: 59).

Dalam sebuah oligopoli, terdapat beberapa firma besar yang mendominasi industri secara
global (Pugel, 2004: 96). Beberapa firma tersebut tentunya banyak mensuplai barang pada pasar.
Firma-firma dalam oligopoli mengetahui bahwa mereka dapat mengontrol atau pun
mempengaruhi harga (Pugel, 2004: 96). Setiap firma besar tersebut dapat memilih apakah

mereka akan berkompetisi secara aktif dan agresif, atau mereka mencegah timbulnya kompetisi



(Pugel, 2004: 102). Jika salah satu firma memutuskan untuk menahan diri dari kompetisi, maka
firma lainnya akan meraih keuntungan untuk laba pasar yang lebih besar. Tentunya di sisi lain,
bagi firma yang menahan diri dari kompetisi, hal tersebut akan mengakibatkan kerugian yang
besar. Guna menghindari kerugian seperti itu, firma-firma tersebut tidak ada yang bersedia untuk
menahan diri dari kompetisi, sehingga pilihan mereka jatuh kepada berkompetisi secara agresif,
tetapi keuntungan yang didapat cenderung rendah (Pugel, 2004: 103) .

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk menghindari keuntungan yang rendah adalah
adanya kerja sama antar firma untuk mencegah kompetisi. Apabila mereka mampu
melaksanakannya, firma-firma tersebut dapat meraih keuntungan substansial (Pugel, 2004: 103).
Kerja sama dapat diwujudkan dengan kesepakatan formal, mau pun dapat bersifat implisit yang
hanya berdasarkan pada kepentingan yang sama dan pola perilaku yang telah dibangun selama
beberapa waktu. Tetapi setelah kerja sama terjalin pun tidak ada jaminan yang mengikat karena
setiap firma dapat berupaya untuk “berbuat curang” demi meraih keuntungan lebih (Pugel, 2004:
103).

Pada teori oligopoli, pola perdagangan suatu produk merupakan salah satu hal yang
sangat signifikan. Dalam suatu skala ekonomi, produksi cenderung dikonsentrasikan pada suatu
atau beberapa negara (Pugel, 2004: 103). Dengan kata lain, produsen produk tersebut akan
menjadi eksportir, sedangkan negara-negara lainnya akan menjadi importir produk tersebut. Di
samping itu, proses produksi juga harus memiliki volume yang besar agar dapat meraih skala
ekonomi pada suatu lokasi karena volume produksi yang kecil akan menghasilkan biaya rata-rata
yang tinggi sehingga akan mengurangi nilai dari keuntungan yang didapat. Jika kondisi-kondisi

tersebut dapat diciptakan, maka proses perdagangan dan pola produksi akan terus berlangsung



lama walau pun terdapat firma lain, atau negara lain, yang secara potensial dapat memproduksi
barang yang lebih murah (Pugel, 2004: 103).

Kondisi seperti itu memungkinkan terjadi di suatu negara yang menjadi lokasi suatu
produksi barang, atau bahkan di suatu negara yang memiliki firma oligopoli sendiri, terutama
apabila firma oligopoli tersebut mampu meraih keuntungan ekonomi dari hasil penjualan ekspor
(Pugel, 2004: 104). Keuntungan yang timbul dari nilai ekspor yang tinggi tentunya akan
menambah pendapatan nasional yang diraih. Pendapatan nasional dari firma-firma oligopoli
dalam suatu negara menjadi dasar bagi suatu pemerintahan untuk menerapkan berbagai
kebijakan yang dapat mempengaruhi proses perdagangan. Dengan kata lain, firma oligopoli juga
turut memberikan keuntungan bagi produksi domestik.

Teori kebijakan perdagangan strategis memiliki asumsi dasar bahwa suatu dunia ekonomi
yang interdependen dikomposisikan oleh korporasi oligopoli dan negara-negara yang kompetitif,
sehingga secara teoritis memungkinkan untuk memulai kebijakan yang bertujuan untuk
menggeser keuntungan dari korporasi asing ke korporasi nasional (Gilpin, 1987: 176). Esensi
dari teori ini adalah meningkatkan pentingnya perdagangan internasional korporasi oligopolistik
yang dapat mengambil keuntungan dengan meningkatkan laba, dan mempelajari serta
memahami hambatan masuk terhadap lingkup kompetitor. Pada ekonomi dunia yang
interdependen pula korporasi nasional dapat meraih superioritas kompetitif terhadap firma asing
karena permintaan yang dihasilkan oleh sebuah pasar domestik besar, dengan adanya dukungan
pemerintah, terutama dalam penelitian dan pengembangan dengan cara penerapan kebijakan
proteksionis (Gilpin, 1987: 177). Kondisi tersebut pernah diterapkan ketika industri Jepang

bangkit, pada periode pasca-perang, industri tersebut mulai menjadi ancaman bagi negara



lainnya. Salah satunya adalah industri elektronik Amerika Serikat yang merasa terancam dan
tersaingi dengan industri elektronik Jepang.

Di benua Eropa, penerapan proteksionisme merupakan bagian dari proses perluasan
(enlargement) Komunitas Eropa, yang merupakan cikal bakal dari Uni Eropa saat ini. Pada
periode pasca-perang, pengembangan common market telah memberikan kontribusi yang
signifikan pada ekspansi perdagangan dunia (Gilpin, 1987: 194). Sejak 1970-an, bangsa Eropa
terus berusaha untuk melindungi industri tradisional mereka. Kecenderungan untuk melindungi
industri mereka semakin besar setelah proses perluasan Komunitas Eropa, yakni dimana negara-
negara Mediterania menyatakan bergabung, sehingga ikatan perdagangan di antara negara-
negara anggota pun makin kuat. Pasar Eropa Barat pun berkembang pesat dan Komunitas Eropa
bernegosiasi dengan pihak non-anggota sebagai suatu blok yang telah bersatu. Interdependensi
antar anggota pun semakin tinggi seiring dengan tumbuhnya kecenderungan pemerintah untuk
mengintervensi kondisi perekonomian mereka dengan latar yang membelakanginya adalah
mempromosikan tujuan ekonomi tertentu dan kesejahteraan domestik (Gilpin, 1987: 196).

Banyak aspek dari “old protectionism” telah dieliminasi seiring dengan terlaksananya
beberapa negosiasi GATT, terutama dalam aspek reduksi tarif. Tetapi hal tersebut tidak semata-
mata menghapuskan perilaku proteksi negara-negara. “New protectionism” terdiri dari hambatan
perdagangan non-tarif, seperti legislasi konten domestik dan perilaku restriktif lainnya. Aksi
seperti ini seringkali dilakukan oleh pemerintah guna memperluas ekspor dan menyokong sektor
industri tertentu (Gilpin, 1987: 204). Hambatan perdagangan non-tarif menjadi semakin
signifikan seiring dengan hambatan perdagangan lainnya yang semakin surut atau bahkan
dihapuskan. Namun restriksi pemerintah seperti ini memiliki efek kontradiktif pada struktur

pasar, yaitu (1) mereka telah mempromosikan sistem oligopoli, dimana kartelisasi sektor pasar



telah menghalangi masuknya firma baru; (2) negara yang menjadi target restriksi dipaksa untuk
meningkatkan jenjang teknologis produk mereka dengan ekspor value-added yang lebih tinggi;
dan (3) penyebaran industri, terutama melalui investasi langsung, pada lokasi baru seperti
negara-negara berkembang (Gilpin, 1987: 204).

Dalam proteksionisme terletak argumen untuk melindungi industri domestik (Pugel,
2004: 191). Menurut kaum liberal, proteksionisme merupakan sifat dasar dari sebuah eksperimen
yang dilakukan untuk menguji apakah suatu negara memiliki keuntungan kompetitif yang
inheren pada industri tertentu, atau apakah produsen domestik memiliki kemampuan untuk
mencapai tujuan tertentu dalam jangkauan waktu tertentu (Pugel, 2004: 191). Proteksionisme
memang sangat dibutuhkan, namun hanya untuk waktu yang sementara, dan sebagai batu pijakan
untuk sistem perdagangan bebas (Gilpin, 1987: 185). Proteksionisme memang dinilai baik untuk
mempertahankan dan meningkatkan produksi domestik akan suatu produk yang dapat diimpor
(Pugel, 2004: 191).

Berkaitan dengan kebijakan perdagangan strategis yang bersifat ofensif, proteksionisme
diterapkan suatu negara untuk tujuan yang bersifat cenderung lebih defensif. Secara tidak
langsung dapat diasumsikan “import protection for export promotion” (Gilpin, 1987: 186).
Melalui penegakkan hambatan perdagangan, penggunaan subsidi pemerintah, dan upaya
pergeseran keuntungan permintaan domestik pada firma domestik, suatu korporasi dapat
memperoleh skala ekonomi dan keuntungan lainnya yang mendukung mereka untuk
mendominasi pasar dunia (Gilpin, 1987: 186). Dalam perdagangan intra-industri, garis antara
proteksi industri domestik yang defensif dan kebijakan perdagangan strategis sangatlah tipis.
Konsekuensi domestik dari proteksionisme adalah adanya suatu redistribusi pendapatan dari

konsumen dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan kepada produsen yang dilindungi dan



pemerintah. Karena itulah terbentuk suatu relasi langsung antara birokrasi negara dengan
produsen domestik, yang mana keduanya memiliki kepentingan ekonomi dibalik sektor industri
yang dilindungi (Gilpin, 1987: 187).

Dalam regional trade agreements (RTA) seperti Uni Eropa, restriksi perdagangan antara
negara-negara anggota memang dihapuskan sepenuhnya. Namun hal tersebut tidak berlaku
terhadap negara-negara di luar RTA (Apolte, 2010: 11). Walau pun hambatan proteksionis di
antara negara-negara anggota telah dieliminasi, tetapi proteksionisme terhadap negara non-
anggota tetap diizinkan. Kondisi seperti itu juga dilengkapi dengan satu regulasi umum yang
disetujui oleh seluruh blok terhadap negara non-anggota (Apolte, 2010: 12). Pada konteks Uni
Eropa, beberapa kebijakan diharmonisasikan di bawah kontrol supra-nasional. Salah satu efek
ekonomi yang dihasilkan oleh Uni Eropa adalah penciptaan proses perdagangan yang
menghapuskan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota. Dengan kondisi tersebut
diharapkan produsen dapat mengekspor lebih banyak kepada negara-negara anggota dan proses
spesialisasi berjalan lebih efisien (Apolte, 2010: 12). Uni Eropa memang dilihat sebagai model
integrasi regional yang mampu mempromosikan perdagangan ke seluruh dunia (Apolte, 2010:
12). Walau pun Uni Eropa bangga dengan kebijakan perdagangan bebasnya, dalam realitanya
Uni Eropa masih menerapkan beberapa kunci proteksi pada sektor industrinya (Apolte, 2010:
12).

Kebijakan perdagangan Uni Eropa diatur dalam kerangka umum kesepakatan
perdagangan regional Uni Eropa, serta kesepakatan perdagangan bebas (FTA) Uni Eropa.
‘Mempromosikan perdagangan yang lebih mudah antara Eropa dan negara-negara lainnya
merupakan wacana yang sering dilontarkan oleh Komisi Uni Eropa sejak pembentukannya

(civitas.org.uk). Tentunya setelah Uni Eropa mewakili negara-negara anggotanya berpartisipasi
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dalam negosiasi-negosiasi WTO, Uni Eropa memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan
perdagangan bebas. Usai Perang Dunia II, Komunitas Eropa memainkan peranan penting dalam
mereduksi hambatan perdagangan. Namun hal tersebut tidak berjalan konstan pada era 1990-an.
Uni Eropa banyak dikritik karena membuat proses perdagangan antar-negara lebih rumit, dan
beberapa ahli menganggapnya sebagai bentuk proteksionisme (civitas.org.uk).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat Uni Eropa memiliki suatu trauma
akan penyakit dan bahaya yang mampu dibawa oleh daging sapi. Pada akhir 1970-an dan 1980-
an, “hormone scandals” terjadi di Italia. Pada September 1980, Dewan Kementrian Agrikultur
Komisi Eropa mengadopsi sebuah deklarasi bahwa penggunaan salah satu hormon untuk
meningkatkan bobot ternak seharusnya dilarang (IIE, t.t: 39). Dewan Kementrian Agrikultur
Komisi Eropa juga merekomendasikan adanya harmonisasi pada obat-obatan ternak. Sebulan
kemudian, Komisi Eropa mengajukan legislasi yang lebih ketat, yang melarang penggunaan
segala jenis produk hormon pada proses produksi segala jenis daging (IIE, t.t: 39). Diskusi
Parlemen Eropa pada akhirnya diungkap dengan hasil mayoritas anggota parlemen mendukung
penerapan larangan ini.

Pada Juni 1984, Komisi Eropa sempat mengajukan penggunaan beberapa hormon alami
dan dua hormon sintetis hasil reeksaminasi (IIE, t.t: 41). Tetapi Parlemen Eropa menolak ajuan
mereka dengan masih memberlakukan larangan segala jenis penggunaan hormon pada ternak.
Resolusi tersebut disetujui walau pun terdapat argumentasi bahwa informasi ilmiah mengenai
penggunaan substansi hormon tersebut memang jauh dari kelengkapan tetapi Parlemen
memberlakukan kebijakan ini untuk menjauhkan resiko penggunaan hormon tersebut dari
kesehatan masyarakatnya (IIE, t.t: 41). Parlemen juga menambahkan bahwa karena adanya isu

mengenai hormon tersebut, terjadi over-production dari produk daging sapi Uni Eropa yang
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menghasilkan tentunya menghabiskan biaya yang cukup banyak pada Common Agricultural
Policy (CAP) (IIE, t.t: 41). Direktorat Jenderal Eropa untuk Hubungan Ekonomi Eksternal juga
mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Parlemen Eropa mengoposisi proposal dari
Komisi Eropa dan lebih mementingkan kekhawatiran konsumen, sehingga tidak dapat
mengabulkan hal yang diajukan oleh Komisi Eropa (IIE, t.t: 41). Komisi Eropa akhirnya
mengamandemen proposal mereka, mencantumkan larangan atas penggunaan segala jenis
hormon pada ternak, dan mengajukannya pada Dewan Menteri. Akhir tahun 1985, Dewan
Kementerian Agrikultur EEC mengadopsi larangan atas penggunaan hormon-hormon tersebut
(IIE, t.t: 42).

Pada Oktober 1985, Frans Andriessen, Komisioner Agrikultur EEC, mengatakan, “Do
you really believe that public opinion is concerned by scientific judgement or by a political
decision? In public opinion, this is a very delicate issue that has to be dealt with in political
terms. Scientific advice is important, but it is not decisive.” (IIE, t.t: 42). Dengan kata lain,
Andriessen berpendapat bahwa dalam kasus ini EEC tidak mengambil keputusan berdasarkan
bukti ilmiah, melainkan berdasarkan opini publik. Maka dari itulah beberapa melihat bahwa
larangan peredaran hormon ini digunakan untuk mereduksi produksi dan meningkatkan
konsumsi (IIE, t.t: 42).

Pada Januari 1988, isu ini sudah menyebar luas. Dengan kebijakan tersebut, Amerika
Serikat mengkhawatirkan adanya potensi pengaruh dari kebijakan itu seperti larangan ekspor.
Realitanya kemudian mengatakan demikian. Uni Eropa secara langsung menyerang Amerika
Serikat, yang mana hampir 95% sapi Amerika Serikat diberi suntikan hormone (Cox, 1999).
Beberapa dari Parlemen Eropa mengatakan, “we ’re against hormones in meat, we re against US

beef coming in”. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat Eropa memang
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memiliki ketakutan akan peredaran hormon tersebut, namun beberapa ahli perdagangan
mencurigai Uni Eropa menggunakan ketakutan tersebut untuk melindungi industri daging

sapinya dari kompetisi internasional (Cox, 1999).

Tabel 2.1 Nilai Ekspor Daging Sapi Amerika Serikat ke Uni Eropa (1996-2005)

Tahun Kuantitas (dalam ribuan ton)
1996 10
1997 9,2
1998 7,6
1999 6,5
2000 1,8
2001 1,4
2002 1,1
2003 1,7
2004 0,7
2005 0,8

Sumber: Eurostat (2006)

Larangan impor tersebut telah mempengaruhi hubungan diplomatik Amerika Serikat dan
Uni Eropa sejak 1988 (Hanrahan, 2010). Padahal sejak tahun 1970-an, Amerika Serikat
merupakan salah satu eksportir daging sapi terbesar di Uni Eropa. Walau pun isu larangan impor
tersebut telah beredar sejak 1988, namun penerapannya baru benar-benar terlihat pada 2001.
Tabel 1 merupakan data kuantitas daging sapi yang diekspor Amerika Serikat ke Uni Eropa.
Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1996 hingga 2005, selama sepuluh
tahun tersebut Uni Eropa terus-menerus mengurangi kuota impor daging sapi dari Amerika
Serikat. Terutama sejak tahun 2001, impor daging sapi dari Amerika Serikat ke Uni Eropa tidak
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pernah mencapai angka seribu ton, dimana angka tersebut selalu dapat dilewati pada lima tahun
sebelumnya. Walau pun sejak 2001 hingga 2005 terdapat sedikit peningkatan, tetapi angka

tersebut tetap tidak mampu mencapai seribu ton.

Grafik 2.1 Ekspor Daging Sapi Amerika Serikat ke Uni Eropa (1999-2008)
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Larangan tersebut telah memberikan kerugian pada industri daging sapi Amerika Serikat
senilai $36 milyar, dengan $100 juta pada ekspor tahunannya (Cox, 1999). Di bawah larangan
impor Uni Eropa tersebut, ekspor daging sapi Amerika Serikat tentunya menjadi tersaring secara
otomatis, karena hanya daging yang tidak diberi suntikan hormon yang dapat memasuki kawasan
Uni Eropa. Grafik 1 menjelaskan bahwa sejak tahun 1999 nilai ekspor daging sapi Amerika

Serikat ke Uni Eropa menurun drastis. Dari tahun 2000 hingga 2005 nilainya tidak mencapai $15

juta.
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Pada April 1996, Amerika Serikat mengajukan dispute settlement untuk kasus ini pada
WTO. Amerika Serikat mengklaim bahwa larangan impor yang diterapkan oleh Uni Eropa tidak
konsisten dan tidak sesuai dengan obligasi WTO di bawah Kesepakatan SPS (Johnson &
Hanrahan, 2010: 11). Tuntutan Amerika Serikat pada WTO tersebut tidak menggoyahkan Uni
Eropa yang tetap memutuskan untuk mempertahankan larangan tersebut. Setahun setelahnya,
panel dispute settlement WTO merilis laporannya yang menyatakan persetujuannya dengan
Amerika Serikat, bahwa larangan impor tersebut melanggar beberapa ketentuan dari
Kesepakatan SPS, yakni (1) larangan impor Uni Eropa tidak berbasis pada standar, rekomendasi,
atau garis pedoman internasional (Artikel 3.1); (2) tidak berbasis pada sebuah risk assessment
dan tidak mengacu pada teknik risk assessment yang dikembangkan oleh organisasi internasional
yang relevan (Artikel 5.1); dan (3) menghasilkan restriksi yang bersifat diskriminatif pada
perdagangan internasional (Artikel 5.5) (Johnson & Hanrahan, 2010: 5).

WTO memberikan opsi pada Uni Eropa untuk kembali melaksanakan risk assessment
mengenai daging yang diberi suntikan hormon. Uni Eropa diberi waktu 15 bulan untuk
menyelesaikannya. Sayangnya, hingga batas akhir waktu yang ditentukan, Uni Eropa tidak
melengkapi tinjauan ilmiahnya dan tetap mempertahankan larangan impor tersebut (Johnson &
Hanrahan, 2010: 5). Uni Eropa membenarkan bahwa larangan impor tersebut diberlakukan demi
kesehatan dan keselamatan konsumen. Walau pun telah diputuskan oleh WTO bahwa larangan
impornya tidak memenuhi justifikasi ilmiah, Uni Eropa tidak mengubah kebijakannya karena
tidak menginginkan daging yang diberi suntikan hormon beredar di pasar mereka.

Pada 15 Januari 1998, Panel Banding WTO akhirnya merilis pernyataan bahwa larangan
impor daging sapi yang diberlakukan oleh Uni Eropa harus segera ditarik (Spryn, t.t: 1). Namun

Amerika Serikat menilai Uni Eropa telah gagal untuk mengimplementasikan rekomendasi WTO
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tersebut karena Uni Eropa lebih memilih untuk menerima konsekuensinya dibandingkan dengan
mengubah kebijakannya (Lukas, 1999). Karena walau pun WTO telah menyangsikan validitas
larangan impor tersebut, Uni Eropa tetap mempertahankannya, dengan alasan kekhawatiran
konsumen. Uni Eropa mengklaim bahwa kesehatan manusia menjadi resiko utama atas konsumsi
daging sapi yang diberi suntikan hormone (Johnson & Hanrahan, 2010: 4).

Setelah Uni Eropa menolak untuk mengubah kebijakannya, Amerika Serikat secara
formal memiliki kewenangan untuk menangguhkan tarif konsesi dan melakukan retaliasi
perdagangan terhadap Uni Eropa (Johnson & Hanrahan, 2010: 11). Dua peraturan dari organisasi
dagang dunia, WTO, mendeklarasikan bahwa Uni Eropa tidak memiliki dasar ilmiah terhadap
larangan impor daging sapi yang diberi suntikan hormone (Cox, 1999). Panel WTO mengatakan,
“The EU did not provide a plausible justification for the significant difference in levels of
protection, and the difference in levels of protection resulted in an import ban that restrict
international trade” (Spryn, t.t: 9). Uni Eropa tidak mampu membuktikan pernyataan mereka
mengenai berbahayanya daging sapi yang diberi suntikan hormon. Dengan kata lain, kebijakan
Uni Eropa tersebut tidak dibenarkan oleh WTO (Lukas, 1999). Terlebih lagi, dibandingkan
dengan menarik kebijakan larangan impornya, Uni Eropa justru menawarkan kompensasi dengan
memngekspansi kuota daging sapi Amerika Serikat yang tidak diberi suntikan hormone (Ahearn,
2003: 18). Pemerintah Amerika Serikat yang didukung oleh industri daging sapinya menolak
kompensasi tersebut karena dianggap tidak setara dengan kerugian atas ekspor daging sapi yang
diberi suntikan hormone (Ahearn, 2003: 18).

Pada 1999 Amerika Serikat memberlakukan tarif punitif terhadap ekspor Uni Eropa,
sebagian besar pada produk agrikultur bernilai tinggi, seperti keju Roquefort dan daging babi

Denmark, senilai $308 juta (Ahearn, 2003: 3). Aksi Amerika Serikat ini merupakan respon atas
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penolakan Uni Eropa terhadap resolusi WTO yang mengharuskan Uni Eropa mengubah rezim
impor daging sapi yang diberi suntikan hormon. Amerika Serikat menilai Uni Eropa telah gagal
untuk mengimplementasikan rekomendasi WTO berkaitan dengan obligasi di bawah Perjanjian
SPS. Amerika Serikat secara formal memiliki kewenangan untuk menangguhkan tarif konsesi
dan melakukan retaliasi perdagangan terhadap Uni Eropa (Johnson & Hanrahan, 2010: 3).
Amerika Serikat mengajukan otorisasi untuk memberlakukan bea masuk di atas batas tarif pada
serangkaian produk yang ekuivalen, dengan basis tahunan, senilai $202 juta. Arbitrator dari
WTO menyetujui otorisasi Amerika Serikat tersebut pada $116,8 juta (wtocenter.org). Tarif
punitif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat secara resmi diumumkan oleh United States
Trade Representation (USTR) pada 27 Juli 1999. Keputusan yang diambil berupa
pemberlakukan bea masuk sesuai harga (ad valorem) pada beberapa produk yang berasal dari
negara-negara Uni Eropa, yaitu Perancis, Jerman, Italia, Denmark, Austria, Belgia, Finlandia,
Yunani, Irlandia, Luksemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Swedia (Johnson & Hanraha,
2010: 12).

Uni Eropa yang ditekan oleh Amerika Serikat, kembali mengancam retaliasi pada ekspor
Amerika Serikat senilai $4 milyar. Terlebih lagi, Uni Eropa telah mengajukan beberapa petisi
resolusi sengketa pada WTO bahwa beberapa hukum perdagangan Amerika Serikat tidak
memenuhi obligasi internasional, yang dinilai cukup mengesankan karena upaya Uni Eropa
tersebut dilihat sebagai bagian dari strategi Uni Eropa untuk memojokkan Amerika Serikat pada
kasus ini (Ahearn, 2003: 3). Pada 20 November 2000, Komisioner Uni Eropa untuk
Perdagangan, Pascal Lamy, menyatakan bahwa, “the problems seem to get worse, not better”.
Sementara Richard Morningstar, Duta Besar Amerika Serikat untuk Uni Eropa, pada 23 Januari

2001 menyatakan dalam pidatonya bahwa kedua belah pihak tidak mampu untuk menyelesaikan
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serangkaian daftar sengketa, yang mana secara angka dan kompleksitasnya justru terus
berkembang (Ahearn, 2003: 3). Bahkan beberapa upaya resolusi sengketa mengarah pada
eskalasi dan retaliasi “fit-for-tat” dengan potensi untuk mengganggu sistem perdagangan
bilateral (Ahearn, 2003: 3). Konsekuensinya, Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki sepiring
penuh berisi sengketa bilateral yang harus diselesaikan antara keduanya. Resolusi untuk sengketa
ini juga tidak mudah untuk dicapai. Beberapa permasalahan lainnya adalah fakta bahwa Uni
Eropa dan Amerika Serikat keduanya diperkirakan memiliki kekuatan ekonomi yang setara,
sehingga tidak ada pihak yang mampu untuk memaksakan konsesi pada pihak lainnya (Ahearn,

2003: 3).

Pembuktian Ilmiah Mengenai Daging Sapi yang Diberi Suntikan Hormon

Sejak larangan akan beredarnya daging sapi yang diberi suntikan hormon diinisiasikan,
pengembangan secara sains atas isu tersebut pun banyak dipraktekkan. Ketika Uni Eropa
pertama kali menyatakan larangan tersebut dengan dasar ilmiah, argumen mereka dinilai palsu,
karena hormon serupa juga disuntikkan pada bagi-babi Eropa (Spryn, t.t: 9). Uni Eropa tentunya
tidak memiliki permasalahan yang signifikan ketika hormon tersebut digunakan pada babi,
sehingga isu daging sapi dan hormon tersebut terkesan seperti tidak memiliki pijakan yang jelas
(Spryn, t.t: 9).

Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa setiap harinya masyarakat Eropa mengonsumsi
makanan dengan tingkat hormon yang jauh lebih tinggi, yang berasal dari hewan lain yang diberi
suntikan hormon, daripada yang telah ditemukan pada daging sapi. Contohnya, 6 kilo daging
sapi mengandung estradiol yang setara dengan 1 telur ayam. Beberapa penjelasan ilmiah juga

turut mendukung argument tersebut. Secara esensial, hormon yang disuntikkan pada babi dan

18



sapi adalah hormon yang sama. Perbedaannya terletak pada isu yang mendasari perspektif
masyarakat Eropa terhadap daging sapi dan daging babi. Masyarakat Eropa tidak memiliki
trauma tertentu dari mengonsumsi daging babi.

Dari berbagai studi dan evaluasi ilmiah yang telah dilaksanakan, tingkat hormon pada
daging sapi seharusnya tidak menjadi isu yang problematis. CODEX, standar internasional akan
keamanan pada makanan, mendukung posisi Amerika Serikat dalam kasus ini, dengan
memberikan pernyataan bahwa daging sapi aman untuk dikonsumsi (Spryn, t.t: 10). WHO juga
menyatakan keamanan dari penggunaan suntikan hormon pada hewan (Cooper, 1999). FDA dan
beberapa pakar ilmiah lainnya menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang esensial antara
daging yang berasal dari hewan yang diberi suntikan hormon dan yang tidak (Spryn, t.t: 10).
Bahkan para ilmuwan Uni Eropa sendiri telah memproklamasikan bahwa hormon-hormon yang
digunakan untuk menambah bobot ternak tersebut tidaklah berbahaya (Spryn, t.t: 10).

Karena itu, walau pun larangan impor telah dideklarasikan oleh Uni Eropa, Amerika
Serikat tidak mengubah prosedur keamanan ternaknya dengan tetap melegalkan penggunaan
suntikan hormon pada sapi-sapi Amerika Serikat. Argumen yang melatarbelakanginya adalah
adanya konsensus ilmiah internasional secara detail menjelaskan bahwa penggunaan hormon
pada ternak telah diterima dan memiliki lisensi yang mengizinkan mereka menggunakan hormon
tersebut pada ternak, serta bahwa produk dari ternak yang diberi suntikan hormon tersebut aman
untuk dikonsumsi (Spryn, t.t: 10). Amerika Serikat mengklaim adanya tinjauan ilmiah mengenai
hormon-hormon tersebut yang didukung oleh standar internasional berkenaan dengan
penggunaannya, serta sejarah penggunaan hormon tersebut sejak lama digunakan untuk tujuan

pertumbuhan ternak (Johnson & Hanrahan, 2010).
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Mercosur sebagai Aktor Baru dalam Industri Daging Sapi Uni Eropa

Kebijakan larangan impor Uni Eropa berkaitan dengan daging sapi Amerika Serikat
tentunya membuat Uni Eropa membutuhkan pemasok daging sapi untuk memenuhi kebutuhan
konsumsinya. Sejak kuota daging sapi Amerika Serikat dikurangi, Uni Eropa mengimpor daging
sapi dari negara-negara Mercosur, terutama Brazil dan Argentina (Junker & Heckelei, 2009: 4).
Sejak 1996, negara-negara Mercosur memiliki akses istimewa untuk menikmati pasar daging
sapi Eropa melalui tiga rezim perdagangan yang berbeda, yakni (1) kuota daging sapi beku
multilateral; (2) kuota daging sapi beku multilateral untuk proses; dan (3) tariff rate quota (TRQ)
untuk daging sapi berkualitas tinggi (Junker & Heckelei, 2009: 4). Hampir sebagian besar
kriteria dalam kuota tersebut dinegosiasikan dalam ketentuan-ketentuan WTO.

Di samping WTO, negosiasi antara Uni Eropa dan Mercosur juga dilakukan secara
bilateral, yang dimulai pada akhir 1999. Kerja sama di antara kedua pihak dilaksanakan oleh Bi-
regional Negotiation Committee (BNC) yang dipercaya untuk mengkonduksikan pembicaraan
bi-regional, dengan konklusi dirumuskannya suatu kesepakatan asosiasi antar regional
(Interregional Association Agreement). Dalam pembicaraan tersebut tentunya banyak isu yang
didiskusikan. Salah satu isu utama pada negosiasi-negosiasi tersebut adalah akses pasar untuk
sektor agrikultur, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang kemudian tercantum dalam
negosiasi kesepakatan FTA Uni Eropa dan Mercosur. Uni Eropa pun menjadi salah satu importir
terbesar dalam produk agrikultur Mercosur, dimana mencakup sektor daging sapi.

Bagi Mercosur, hal ini tentunya merupakan kemajuan dalam perdagangan mereka.
Karena pasar Uni Eropa adalah salah satu pasar dengan konsumen terbanyak di dunia, dengan
populasi penduduk Uni Eropa yang pada tahun 2000 mencapai 377 juta jiwa dengan GDP sekitar

$7.8 triliyun (Ahearn, 2003: 2). Tetapi sayangnya produk-produk ekspor Mercosur yang paling
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kompetitif harus menghadapi hambatan besar untuk mengakses pasar Uni Eropa karena sejumlah
preferensi yang ditawarkan kepada negara-negara dunia ketiga (Junk & Kutas, 2004: 5).
Restriksi-restriksi tersebut biasanya merupakan konsekuensi dari kebijakan domestik Uni Eropa,
untuk melindungi produsen domestiknya (Junk & Kutas, 2004: 5). Tarif yang tinggi, TRQ yang
terbatas, harga masuk minimum, pengukuran sanitary, dan perlindungan khusus menjadi
beberapa syarat yang harus diaplikasikan pada ekspor agrikultur kompetitif Mercosur (Junk &
Kutas, 2004: 5). Sedangkan bagi Uni Eropa, sudah jelas mereka memiliki keuntungan komparatif
dalam mengekspor daging sapi berkualitas tinggi namun dengan harga yang rendah (Junk &
Kutas, 2004: 4).

Mercosur sebagai jaringan eksportir daging sapi di Uni Eropa menghadapi seperangkat
sistem kuota yang cukup kompleks. Kuota yang tersedia bagi ekspor daging sapi Mercosur ke
Uni Eropa terbatas jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Mercosur secara keseluruhan
(Junk & Kutas, 2004: 10). Sistem kuota juga tidak tersedia bagi setiap negara Mercosur. Dengan
kata lain, preferensi-preferensi tersebut harus didistribusikan secara individual ke setiap negara
anggota Mercosur. Terdapat tiga rezim impor kuota yang tersedia untuk negara-negara
Mercosur, yang sesuai dengan kesepakatan WTO, yakni yang pertama adalah 53.000 ton (kuota
GATT) untuk daging sapi muda beku yang diimpor di bawah biaya ad valorem 20%. Kuota ini
sebagian besar dipenuhi oleh Brazil (44.000 ton), Argentina (6.000 ton), dan Uruguay (3.000).
Kedua, 38.500 ton (/ndividual Tariff Quota-IRQ) yang ditawarkan pada daging sapi beku, yang
dipenuhi sepenuhnya oleh ekspor Mercosur. Kuota di atas ini dipenuhi oleh Brazil (28.100 ton),
Argentina (6.000 ton), dan Uruguay (4.400 ton) ((Junk & Kutas, 2004: 10).

Ketiga 69.100 ton (kuota Hilton) yang ditawarkan untuk daging sapi berkualitas tinggi.

Kuota ini merupakan kuota daging sapi yang didistribusikan di antara eksportir yang
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bertanggungjawab untuk memenuhi seluruhnya. Sertifikat lisensi diberikan oleh importir
berdasaran “license on demand”. Kuota ini dibagi untuk 10 negara eksportir Mercosur yaitu
Brazil (5.000 ton), Argentina (38.000), Uruguay (6.300), dan Paraguay (1.000). Di bawah kuota
ini Mercosur hanya memenuhi 49.300 ton karena Paraguay tidak menggunakan jatah kuotanya.
Sehingga sisanya ditawarkan pada Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Hal
ini sangat penting bagi Amerika Serikat mengingat adanya larangan yang membatasi impor

daging sapi Amerika Serikat di Uni Eropa (Junk & Kutas, 2004: 10;11).

Opportunity Cost antara Impor Daging Sapi Uni Eropa dari Amerika Serikat dan
Mercosur

Pada awal 1990-an, karena isu mengenai menyebarnya penyakit BSE, harga daging sapi
di kawasan Eropa menurun drastis antara 20% hingga 50% (Mann, 1996). Tentunya hal tersebut
merugikan pedagang daging sapi di Eropa, yang domestik mau pun yang asing. Tetapi bagi
produsen daging sapi domestik Uni Eropa, mereka memiliki superioritas kompetitif karena
memiliki dukungan pemerintah yang dapat diwujudkan dengan penerapan kebijakan proteksionis
(Gilpin, 1987: 177). Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk mengintervensi kondisi
perekonomian mereka dengan latar yang membelakanginya adalah mempromosikan tujuan
ekonomi tertentu dan kesejahteraan domestik, mencakup kesejahteraan produsen daging sapi
(Gilpin, 1987: 196). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kebijakan proteksi
yang diterapkan oleh pemerintah adalah larangan impor daging sapi Amerika Serikat, dengan
alasan peduli terhadap kesehatan masyarakatnya, karena 95% sapi Amerika Serikat diberi

suntikan hormone (Cox, 1999).
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Sebelum larangan impor ini diberlakukan, Amerika Serikat merupakan eksportir daging
sapi yang terbesar di Uni Eropa. Tetapi di dunia, Amerika Serikat bersaing dengan Uni Eropa,
mengingat keduanya merupakan produsen dan eksportir daging sapi terbesar di dunia. Pada
setiap kondisi, kedua pihak mengetahui bahwa mereka dapat mengontrol atau pun
mempengaruhi harga (Pugel, 2004: 96). Dalam konteks Uni Eropa, seharusnya pada kondisi
seperti ini produsen daging sapi Uni Eropa memiliki superioritas karena dilindungi oleh
pemerintah.

Tetapi hal itu tidak semata-mata memberikan keuntungan. Dalam periode sebelum
adanya larangan impor, daging sapi Amerika Serikat lebih murah daripada daging sapi Uni
Eropa karena, akibat penggunaan hormon tersebut, bobot sapi bertambah 2 hingga 3 pon setiap
minggunya, sehingga mengurangi biaya produksi hingga $80 per kepala sapi (Spryn, t.t: 2).
Larangan yang beredar akan penggunaan suntikan hormon pada industri daging sapi Eropa sejak
1980-an menjadikan harga daging sapi Uni Eropa lebih mahal daripada daging sapi Amerika
Serikat. Hal itu menjadikan industri daging sapi Uni Eropa tidak sekompetitif industri daging
sapi Amerika Serikat.

Dalam teori oligopoli perdagangan internasional, setiap firma besar tersebut dapat
memilih cara kerjanya masing-masing, apakah mereka akan berkompetisi secara aktif, atau justru
menarik diri dari kompetisi (Pugel, 2004: 102). Jika salah satu firma memutuskan untuk
menahan diri dari kompetisi, maka firma lainnya akan meraih keuntungan untuk laba pasar yang
lebih besar. Pada situasi industri daging sapi Uni Eropa dan Amerika Serikat pada masa itu,
karena Uni Eropa merupakan pihak yang “menarik diri” dari kompetisi, maka industri daging
sapi Amerika Serikat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan di sisi lain, bagi Uni

Eropa, hal itu mengakibatkan kerugian dan tidak memaksimalkan keuntungan ekonomi mereka.
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Kondisi pun diperburuk dengan adanya krisis BSE yang menyebabkan harga daging sapi di
kawasan Eropa menurun drastis antara 20% hingga 50% (Man, 1996).

Guna menghindari kerugian yang lebih parah, dan juga untuk melindungi industri daging
sapi domestiknya, Uni Eropa dituntut untuk segera mengambil kebijakan. Pada teori kebijakan
perdagangan strategis, terdapat asumsi dasar bahwa dalam suatu ekonomi yang interdependen
dikomposisikan oleh korporasi oligopoli dan negara-negara yang kompetitif, sehingga secara
teoritis memungkinkan untuk memulai kebijakan yang bertujuan untuk menggeser keuntungan
dari korporasi asing ke korporasi nasional (Gilpin, 1987: 176).

Pada 1990-an, Uni Eropa telah mengakumulasikan surplus dalam industri daging sapi,
yang mampu menghasilkan subsidi domestik yang tinggi (Spryn, t.t: 2). Subsidi tersebut
dirancang untuk melindungi produsen daging sapi Uni Eropa dari kompetisi internasional
(Spryn, t.t: 2). Karena dapat menghasilkan surplus, larangan impor daging sapi Amerika Serikat
ini diargumentasikan sebagai salah satu manajemen dalam CAP (Spryn, t.t: 2). Induksi surplus
pada aktivitas ini karena mampu mereduksi operasi produktivitas daging sapi, sehingga
mereduksi suplai (Spryn, t.t: 2). Argumentasi tersebut turut memperkuat asumsi untuk
melindungi industri domestik (Pugel, 2004: 191).

Bukti statistik juga menunjukkan bahwa produsen daging sapi dan pemerintah meraih
keuntungan ekonomi dari restriksi perdagangan tersebut (Spryn, t.t: 2). Hal itu yang menjadi
dasar asumsi bahwa Uni Eropa menggunakan larangan impor tersebut untuk keuntungan negara.
Dalam memproduksi daging sapi, Uni Eropa merupakan produsen terbesar kedua di dunia,
setelah Amerika Serikat yang menduduki peringkat paling atas. Pada 1997 negara-negara Uni
Eropa terhitung melingkupi 14% dari produksi daging sapi dunia (Johnson & Hanrahan, 2010:

2). Dari 1989-1997, produksi daging sapi Uni Eropa menurun dari 8,9 juta ton menjadi 7,6 juta
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ton. Tetapi Uni Eropa secara keseluruhan mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya akan
daging sapi. Pada 1999, total ekspor daging sapi Uni Eropa mencapai nilai satu juta mark,
padahal yang diimpor hanya 0,4 juta ton (Johnson & Hanrahan, 2010: 2).

Bagi Amerika Serikat, larangan ini memberikan kerugian yang besar. Sebelum adanya
larangan impor ini, Uni Eropa mengimpor sejumlah daging sapi dari Amerika Serikat, yang
nilainya mencapai $100 juta per tahunnya, dari total daging sapi Amerika Serikat yang dikirim
ke luar negeri, kurang lebih senilai $1 milyar (IIE, t.t: 33). Dan juga, sebelum larangan impor ini
dideklarasikan, Amerika Serikat mengirim 50.000 metrik ton setiap tahunnya (IIE, t.t: 34).
Tetapi kemudian Uni Eropa hanya memberikan kuota 10.000 ton pada daging sapi Amerika
Serikat (IIE, t.t: 34). Memang, esensi dari teori ini adalah meningkatkan pentingnya perdagangan
internasional korporasi oligopolistik yang dapat mengambil keuntungan dengan meningkatkan
laba, dan mempelajari serta memahami hambatan masuk terhadap lingkup kompetitor.

Pada teori keuntungan komparatif mendeskripsikan bagaimana perdagangan mampu
mengantarkan gains and losses kepada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Penghitungan
opportunity cost, terutama dalam perdagangan internasional, sangatlah penting karena
menyajikan sejumlah keuntungan (atau kerugian) yang diperoleh suatu aktor ketika menentukan
pilihan. Dalam teori ini didemonstrasikan prinsip-prinsip seperti bahwa suatu negara akan
mengekspor barang dan jasa yang dapat menghasilkan opportunity cost yang rendah, dan
sebaliknya, suatu negara akan mengimpor barang dan jasa yang dapat menghasilkan opportunity

cost yang tinggi (Pugel, 2004: 39). Dengan kata lain barang dengan harga lebih murah.

Tabel 3.1 Nilai Impor Daging Sapi Uni Eropa dari Amerika Serikat dan Mercosur Tahun

1999-2003
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Nilai Impor (dalam juta
Euro)
Tahun
Amerika
Mercosur
Serikat

1999 25 850
2000 10 920
2001 9.2 715
2002 7.3 924
2003 7.5 904

59 4313

Sumber : Eurostat

Tabel 3.2 Kuantitas Impor Daging Sapi Uni Eropa dari Amerika Serikat dan Mercosur

Tahun 1999-2003

Kuantitas Impor (dalam
1000 ton)
Tahun
Amerika
Serikat Mercosur

1999 6.5 291
2000 1.8 299
2001 1.4 277
2002 1.1 385
2003 1.7 399
12.5 1651

Sumber : Eurostat

26



Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 1999 hingga 2003, kuota
Amerika Serikat tidak pernah mencapai 10.000 ton, dan terus terkuras hingga kuantitas
terendahnya berada pada tahun 2002, yakni hanya 1.100 ton. Karena menurunnya kuantitas,
maka nilai impornya pun menurun. Dalam mencari rata-rata harga daging sapi setiap

kilogramnya, peneliti menggunakan rumus Mean pada statistika.

Harga Daging Sapi/Kgas =59/12,5 juta Euro/1000 ton
=4,72 Euro/Kg
Harga Daging Sapi/Kgum =4313/1651 juta Euro/1000 ton

=2,61 Euro/Kg

Sehingga opportunity cost-nya adalah 4,72 Euro/Kg — 2,61 Euro/Kg

=2,11 Euro/Kg

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hipotesis mengenai kebijakan Uni Eropa berkaitan
dengan larangan impor daging sapi Amerika Serikat merupakan bentuk dari proteksi
perdagangan, yang berguna meraih keuntungan dari perdagangan (gains from trade) terbukti.
Setelah adanya restriksi tersebut, Uni Eropa mencari pemasok daging sapi baru guna memenuhi
kebutuhan konsumsi masyarakatnya. Pemasok tersebut adalah Mercosur yang memiliki harga
daging sapi yang lebih rendah dari Amerika Serikat. Opportunity cost yang diraih dari

pergeseran importir tersebut adalah 2,11 Euro/kg.
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Uni Eropa memang dilihat sebagai model integrasi regional yang mampu
mempromosikan perdagangan ke seluruh dunia. Uni Eropa, yang terdiri dari negara-negara
industri, tentunya turut mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk melindungi
perdagangan domestiknya. Tercantum dalam regional trade agreements (RTA) Uni Eropa,
restriksi perdagangan antara negara-negara anggota memang dihapuskan, tetapi hal tersebut tidak
berlaku terhadap negara-negara anggota. Kebijakan perdagangan Uni Eropa diatur dalam
kerangka umum kesepakatan perdagangan regional Uni Eropa, serta kesepakatan perdagangan
bebas (FTA) Uni Eropa. Mempromosikan perdagangan yang lebih mudah antara Eropa dan
negara-negara lainnya merupakan wacana yang sering dilontarkan oleh Komisi Uni Eropa sejak
pembentukannya. Sayangnya, terdapat efek kontradiksi karena Uni Eropa justru diklaim karena
membuat proses perdagangan antar-negara lebih rumit, yang merupakan bentuk proteksi.

Setelah adanya peraturan reduksi tarif oleh WTO, Uni Eropa menerapkan lingkup
kebijakan yang baru yang menjadi hambatan non-tarif, seperti regulasi dan standar teknis, serta
kebijakan lingkungan. Dalam CCP, yaitu kebijakan Uni Eropa yang mengatur hubungan antara
negara anggota Uni Eropa dengan negara non-anggota, terdapat instrumen hambatan
perdagangan non-tarif itu sendiri. Walau pun WTO melarang penerapan hambatan perdagangan
non-tarif, Uni Eropa tetap menggunakannya untuk membatasi impor, seperti kuota impor dan
larangan dengan alasan keselamatan dan kesehatan. Produk yang diimpor ke dalam Uni Eropa
juga harus sesuai dengan beberapa regulasi berkaitan dengan tujuan kesehatan, keselamatan, dan
lingkungan. Kebijakan agrikultur Uni Eropa, yaitu Common Agricultural Policy (CAP)
merupakan contoh yang ideal dalam mengasingkan petani dari kompetisi asing. Terlebih lagi,
restitusi sebesar selisih harga rata-rata dunia dengan hara internal Uni Eropa diberikan kepada

eksportir Eropa. Program ini memakan biaya yang tidak sedikit. Karena itulah, CAP menuai
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banyak kontroversi. Salah satu bentuk dari CAP adalah kebijakan larangan peredaran hormon
daging sapi.

Sebelum adanya larangan akan impor daging sapi yang diberi suntikan hormon, Uni
Eropa terlebih dahulu mengungkapkan larangan pemberian suntikan hormon pada sapi. Dewan
Kementrian Agrikultur Komisi Eropa mengadopsi sebuah deklarasi bahwa penggunaan salah
satu hormon untuk meningkatkan bobot ternak adalah dilarang. Diskusi Parlemen Eropa pada
akhirnya diungkap dengan hasil mayoritas anggota parlemen mendukung penerapan larangan ini.
Parlemen juga menambahkan bahwa karena adanya isu mengenai hormon tersebut, terjadi over-
production dari produk daging sapi Uni Eropa yang menghasilkan tentunya menghabiskan biaya
yang cukup banyak pada CAP.

Amerika Serikat, sebagai salah satu eksportir daging sapi terbesar di Uni Eropa,
merupakan subyek yang langsung terkena imbas dari kebijakan tersebut karena sebagian besar
sapi Amerika Serikat diberi suntikan hormon. Larangan impor tersebut telah mempengaruhi
hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Uni Eropa sejak 1988. Karena larangan tersebut
memberi kerugian pada industri daging sapi Amerika Serikat. Sebagai pihak yang dirugikan
akhirnya Amerika Serikat mengajukan dispute settlement untuk kasus ini pada WTO. Amerika
Serikat mengklaim bahwa larangan impor yang diterapkan oleh Uni Eropa tidak konsisten dan
tidak sesuai dengan obligasi WTO di bawah Kesepakatan SPS.

Dilihat dari pembuktian ilmiah, argumen Uni Eropa banyak diragukan. CODEX, standar
internasional akan keamanan pada makanan, mendukung posisi Amerika Serikat dalam kasus ini,
dengan memberikan pernyataan bahwa daging sapi aman untuk dikonsumsi. WHO dan FDA
juga sependapat. Bahkan para ilmuwan Uni Eropa sendiri telah memproklamasikan bahwa

hormon-hormon yang digunakan untuk menambah bobot ternak tersebut tidaklah berbahaya.
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Hasil dari beberapa proses dispute settlement menyatakan Uni Eropa harus menarik larangan
impor daging sapinya. Tetapi karena Uni Eropa tidak mematuhi rekomendasi WTO, akhirnya
Amerika Serikat secara formal menangguhkan tarif konsesi dan melakukan retaliasi perdagangan
terhadap Uni Eropa. Tarif punitif diberlakukan terhadap ekspor Uni Eropa.

Bagi Amerika Serikat, larangan ini memberikan kerugian mencapai $100 juta per
tahunnya, sekitar 10% dari total ekspor ke seluruh dunia. Setelah penerapan kebijakan larangan
impor Uni Eropa berkaitan dengan daging sapi Amerika Serikat, Uni Eropa mengimpor daging
sapi dari negara-negara Mercosur, terutama Brazil dan Argentina. Walau pun memiliki
persyaratan impor yang cukup kompleks, daging sapi Mercosur akhirnya dapat memenuhi pasar
Eropa. Bagi Uni Eropa tentunya memiliki keuntungan komparatif dalam mengimpor daging sapi
berkualitas tinggi namun dengan harga yang rendah. Karena itu Uni Eropa lebih memilih daging
sapi Mercosur, dibandingkan dengan daging sapi Amerika Serikat.

Di samping itu, turunnya harga daging sapi karena krisis BSE, menghasilkan kerugian
pada produksi. Dari segi kompetitif, daging sapi Amerika Serikat memang lebih murah daripada
Uni Eropa karena daging sapi Uni Eropa tidak diberi suntikan hormon sehingga bobotnya lebih
sedikit per kepalanya. Pada kasus ini terlihat adanya pergeseran keuntungan dari Amerika
Serikat ke Uni Eropa dan Mercosur. Amerika Serikat kehilangan sebagian pasar daging sapinya,
sedangkan Mercosur justru mendapatkan pasar baru bagi industri daging sapinya, dengan Uni

Eropa mendapatkan harga daging yang lebih murah.
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